


: ang_ada dalam KUHP Beianda ter_;a{h secarar meny

‘ khususnya tentang dapat dxpldana suatn korporasi) dengan dihagilkan unda
eandang _r:anggai 23 Juni’ 1976 Sib: 377 -yang disahkan pada tanggal 1 Septem

.. 1976 yang merupakan pasal 51 baru dari Kitab. Undang-undang Hukum Pid

- ‘Belan  yang antara’ lam dalam ayai (1) dikatakan bahwa Tindak Pidana d;

aan door namurh 3ke personen en. rechtspoersonen). SR
: aldudinegeri Belanda suatn porporasi dianggap dapax melakukan sualutin
. _pxdana bukaniah menjadi masalahlagi karenatelah tercoverdalam KUHP: merj
Ha kan Iagi: ‘mérupakan pengecuahan akan r,eiapx memang telah ter_;adl su
rkembangan dalam hukim pidana mereka. -
o dﬂngkan di‘Indonesia korporasi dianggap dapat meiakukan suaiu tm
: :padanamaszh merupakan suatupengecuahan karenapada. azasnyadldalam Huk
“Pidanalndonesia, hanya manusialali yang dapat melakakan tindak pidana, sed
‘apabﬂa ‘dalam - suatu ‘perkumpulan terjadi suati tindak. pidana, pertanggung
jawab dapat dimintakan kepada orang yang nyata-nyata kesalahan, atau perkur -
pulan iersebut diwakilioleh pengurusnya untuk memperian ggun z }awabkan undak'
i piciana yang terjadl didalam perkumpulan. R
«Pada:dasamnya dalam. hukum pidana. pertanggungan }awab seialu dlkaldcan
dengan orang ‘yang memang melakukan kesalahan. :Azas “Tiada Pidana T
-Kesalahan’ sampai kini masih dipakai dalam hukuin pldana Indonesia, dan se
dikatakan diatas, hanya manusialah yang dianggap dapat melakukan kesaiahan
. Dengan demikian dalam; hukum pidana. tetap dipakai: suatu Dpertanggungs;
: }awab ppidana melalui ajaran ‘kesalahan dimana dxlazar;g dﬂakukan pertangg
gan jawab secara fikiif, -+ oo
Akan tetapi apabila dzkautkan dengan Ke;ahatan melalul AIat Cetak meial_
‘pasal 61 dan62 KUHP dapat disimpulkan bahiwa adakemungkinanpertanggun, gan’
jawab fikiif, yakni bagi Penerbit maupun Pencetak yang tidak dapat menunjukkan
siapa yang telah bersalah yang telah menyuruh menerbitkan. ataupun menyuruh
- mencetak suatn yang dianggap melanggar tersebut. . : _
Terlebihlagi telah dilakukan penyimpangan pertanggungan J&Wﬂb da.lam Dehk !
Pers, dimana nyata-nyata dipakai pertanggungan jawab. secara-fikiif, dengan :
diintrodusernya Pimpinan Umum/Penanggung Jawab dalam suatu delik pers yang
diatur--dalam . Undang-undang . pokok -pers, - eskipun - pada ayat beriknmya -
dimungkinkan pengalihan pertanggungan Jawab dari nenanggung jawab/pxmpman_ :
dalam lembaga pers tersebut, « - '
‘Nyata bahwa nemang- udak sepenuhnya dnkutx bahwa hanya orang yang ;
bersalah yang harus mempertanggungjawabkan, ‘meskipun sifatnya masih meru-
pakan suatu eksepsional, karena hanya berlaku bagi perbuatan~perbuatan Eertentu_ .
saja; khususnya dibidang kejahatan melalui a}at cetak. S :
' Sirick Libility" : L
- Perkembangan dunia perckonomxan balk dxduma maupun ch Incionesm sede—_
m;ks.an maju sehingga dunia nsaha diatur secara profesional. Perusahaan-peru--
sahaan diserahkan kepada orang-orang yang dianggap. profesional dxbwlangnya--_







o _-m} kkorporasx yang bersangkﬂtan

- Hal diatas perfu dipahami karena daiam kauannya dengan pembahasan
mnggungan }awab pidana yang menyangkut lmgkungan ‘hidup nantinya ha
“diperhaiikan pulaapakah memang tindakankorporasi yan gdianggaptelahmelangg:
- ketentian lingkungan hidap mérapakan suaty perbuamn yang memang te
- dalam kecnatan korporasx tersebut

& deak deana ngkungan Hadup

Sememak dxundangkannya Undang—undang No4 Tahun 1982 1entang Keten
tuan—ketenman Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidnp, maka terjadilah dekrimi
“rglisasi sekaligus depenahsam perbuatan yang dianggap merusak lingkunga
“hidup-atay Lercemamya lmgkungam hlcinp sepem yang dsazur dalam undang
undang tersebut. :
“"Hukum Pidania merupakan suatu Ulumatum remedmm sehmggadengankn i
‘nalisasi/penalisasi sudah dianggap sedemikian rupa perbuatan perusakan seria
E pencemaran lmgkungan hxdup sehmgga dlperiukan sgaty pengaturan yang dian
- Cam dengan pidana;
Hanya saja harus diperhatikan bahwa sank31 p:danapzm mempunyai ketér
““batasan ‘seperti yang ditulis oleh H.L. Pocker dalam bukunya ‘The lmms of
- Crxmmai sanciion”yang antara lain dikatakan: - .
i <'The criminal sancnon 1s md:spensable we couid not, Now or in Lhe foreseablc
future without it. ' :
'~ The criminal ‘sanction is:the best avaxiabie device we have for deaimg wuh

- gross‘and immediate harms and threats of harm.,
The criminal sanction is at once prime guarantor and prime thretener of human
“freedom. Used profidently and humaneiy ms gua:amor, usedmdlscnmmaiely am:i 1
coercweiy, it ig threatener. _
“Jadisuatu sanksi pidanamemang merupakan suatu penjaminapabila dlganakan :
secara hemat dan cermat, akan tetapi berbalik men_;ad; Suatu ancaman apabﬂa :
digonakan secara paksa dan sembarangan. :
‘Tentunya dengan diundangkannya undang-undang No 4 tahun 1982 dimana
digunakan sanksi pidana bagi mereka yang merusak atan mencemarkan lingku-
ngan-hidup telah dilihat hubungan seluruh politik kriminil yang disesuaikan ..
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Pendapat-pendapat baru selalu dicurigai, dan biesanya datentan,g
tanpa alasan lain kecuali bahwu pendapat pendapaz itu belum

umum.
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